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ABSTRACT

Land plays a vital role in human Iife, as it is a basic necessity. In everyday Iife,
disputes and bloodshed often arise due to land disputes. This is known 10 originate
from objections to land rights. Mediation is expected 1o resolve land disputes in
‘accordance with applicable regulations. The research problem is formulated as
Jollows: the legal regulations for out-of-court land dispute resolution in Indon
the procedures for resolving land disputes out-of-court, and the obsiacles and
efforts to overcome them. This thesis is descriptive in nature and the approach used
is normative juridical and supported by empirical juridical data aimed at analyzing
the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary
data obtained in the field. The data collection tools are document studies and
interviews and analyzed qualitatively. The legal regulation of land setilement is
guided by the Decree of the Head of the BPN RI No. 34 of 2007 concerning the
Implementation Mechanism of Mediation which provides direction on the sieps for
handling and resolving land problems. The procedure for resolving land disputes
through’ mediation at the Medan City Land Office is to summon the parties
separately to find out the wishes of each party. Afler summoning the parties
separately, the data is checked, both physical data and legal data. I'rom the data,
the Land Office then finds both parties to resolve the problem with explanation and
digpe mediator. Based on the discussion, it is concluded that the obstacles
# P process at the Medan City Land Office are the absence of the

there is no good faith from each disputing party. Efforts 1o
acies include atiempting mediation more than once.

ent, Land Disputes
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : “Penyelesaia Sengketa Lahan Melalui Jalur Perdamaian Di Luar Pengadilan : Tinjauan Yuridis Alternatif Dispute Resolution (ADR)”
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Dedy Juliandry Panjaitan, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muslin Nusantara Al washliyah Medan.

Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 

Bapak Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing  yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini
Ibu Erlinawati, S.Pd Selaku KTU Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Orang tua tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis serta yang sangat banyak memberikan doa dan dukungannya kepada saya.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Amin. Terima kasih.
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ABSTRAK
PENYELESAIA SENGKETA LAHAN MELALUI JALUR PERDAMAIAN 

DI LUAR PENGADILAN : TINJAUAN YURIDIS ALTERNATIF 

DISPUTE RESOLUTION (ADR)

Yudha Prayoga
(245114143)
Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa tanah, hal ini diketahui berawal dari adanya keberatan suatu hak atas tanah, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian pertanahan di luar pengadilan di Indonesia, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan, bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum penyelesaian tanah secara berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah dilakukan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator.   Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya mengatasi hambatan adalah mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali.

Kata Kunci:  Penyelesaian, Sengketa Pertanahan  
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DAFTAR PUSTAKA
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena bukti pemilikan tanah diperlukan agar tidak ada sengketa.  Secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya.

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanah memiliki peran yang sangat penting. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang dapat menimbulkan perselisihan.

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun landasan konstitusional kebijakan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, dengan disahkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 berarti telah diletakkan landasan bagi penyelenggaraan Administrasi Pertanahan guna mewujudkan Tujuan Nasional.

Sasaran pembangunan bidang pertanahan adalah Catur Tertib Pertanahan yang meliputi : 

Tertib Hukum Pertanahan

Tertib Administrasi Pertanahan

Tertib Penggunaan Tanah

Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Tertib administrasi pertanahan merupakan sasaran dari usaha memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. UUPA telah meletakkan kewajiban pada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia disamping bagi para pemegang hak untuk mendaftar hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 19 UUPA). Ketentuan mengenai Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP 24/1997, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 3/1997.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan :

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatubidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan.

Penjelasan umum Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah  dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah…diberikan penegasan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang sah. Bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Orang yang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama atau badan hukum lain, jika selama lima tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu tidak mengajukan gugatan pada pengadilan sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasi olehnya atau oleh orang lain lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, maka jelaslah bahwa untuk menjamin kepastian  hukum maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak.

Diadakannya pendaftaran tanah akan membawa akibat hukum yaitu diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sebagai sertipikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997).

Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Persamaan yang memerlukan persamaan persepsi tersebut misalnya berkenaan antara lain dengan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan kedudukan sertipikat tanah, sertipikat yang mengandung cacat hukum dan cara pembatalan dan atau penyelesainnya.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, keberadaan tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masvarakat. Sengketa dan konflik merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian sarjana berpendapat bahwa konflik berbeda dengan sengketa, perbedaannya terletak pada pengertian konflik yang lebih luas dari pada sengketa, pihak di dalam konflik yang belum dapat diidentifikasi dengan jelas dan istilah sengketa lebih relevan dari pada istilah konflik di dalam kepustakaan ilmu hukum.

Tanah di Indonesia masih tetap namun penggunaannya yang bertambah dan membuat nilai harga tanah juga ikut naik sehingga seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang berperkara sehingga tercipta keadilan diantara para pihak yang berperkara. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagi modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi/lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternaif Penyelesaian Sengketa.

Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau diluar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam persidangan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Permasalahan pertanahan hingga kini merupakan fenomena yang sering muncul dan aktual dari masa ke masa. Seiring pertambahan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan bidang pertanahan dipengaruhi berbagai faktor, kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Permasalahan tanah yang muncul akhir-akhir ini, pemicunya tidak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh kantor Pertanahan melalui mediasi. Mediasi adalah salah satu bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), di samping negosiasi, arbitrase, dan pengadilan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah oleh pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan memuaskan.

Mediasi merupakan upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini, atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang tepat. Karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dibidang pertanahan, dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penyelesaia Sengketa Lahan Melalui Jalur Perdamaian Di Luar Pengadilan : Tinjauan Yuridis Alternatif Dispute Resolution (ADR)”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian  latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi  permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian lahan di luar pengadilan di Indonesia ?

Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan ?

Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penyelesaian lahan di luar pengadilan di Indonesia.
Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan

Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya mengatasi dalam penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi praktisi hukum dalam  penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan serta menjadi landasan pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa Hak Atas Tanah/Lahan 
Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu: “ perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah “perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.”

Sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam:

Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.

Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.

Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.

Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan:

Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah.

Keabsahan suatu hak atas tanah.

Prosedur pemberian hak atas tanah.

Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya.

Sedangkan tipologi masalah tentang pendaftaran hak, antara lain:

Sertipikat ganda.

Sertipikat palsu.

Konversi hak yang cacat hukum.

Peralihan hak yang cacat hukum dan cacat administrasi.

Permohonan pemblokiran/skorsing.

Masalah pertanahan terkait dengan kehidupan manusia, karena setiap orang akan beruysaha mendapatkan tanah dan berupaya memperjuangkannya untuk mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu keadaan yang alami bahwa setiap orang memerlukan tanah untuk memenuhi hajat hidupnya, sementara ketersediaan tanah relatif terbatas baik dilihar dari fungsi maupun lokasinya, terhadap keadaan yang demikian maka yang terjadi adalah benturan kepentingan. Terjadinya benturan kepentingan tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan.

Menyelesaikan masalah pertanahan dengan mengakomodir kepentingan semua orang terhadap tanah dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya tanah bukanlah tugas yang mudah, sehingga wajar jika AP. Palindungan menyebutkan  bahwa “tidak ada masalah yang sangat membingungkan banyak pejabat dan instansi, terutama dari pihak perbankan selain dari pada masalah pertanahan”.

Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan antar individu dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tanah termasuk dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, pemerintah sebagai pelaksana dari kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya untuk mengatur pemanfaatan tanah dalam wilayah kekuasaannya.

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan tanah yang ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang keagrariaan/pertanahan. Pengaturan umum dalam bidang keagrariaan/pertanahan terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedang pengaturan dasar di bidang pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negera tahun1960 Nomor 104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam berbagai peraturan organik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri/Pejabat yang diterbitkan oleh pimpinan instansiteknis di bidang pertanahan.

Secara subtansial, kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah dalam  hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA pendaftaran tanah meliputi hal-hal :

Pengukuran, perpetakan dan pembukuan tanah

Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya hak-hak tersebut.

Pemberiansurat-surat  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Pasal 19 UUPA mengamanatkan agar seluruh wilayah Indoensia diadakan pendaftaran tanah. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau dibeerikannya hak-hak atas tanah kepada semua subjek hak atas bidang-bidang tanah yang ada guna dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya melalui kegiatan pendaftaran tanah, maka akan terciptalah kepastian hukum. Oleh karena itu apabila semua bidang tanah telah terdaftar dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, idealnya secara yuridis teknis telah ada jaminan kepastian hukum terhadap semua bidang tanah yang diberikan haknya dan setiap permasalahan pertanahan dapat dijawab dan diselesaikan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun hingga saat ini, pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan berdasarkan laporan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, jumlah bidang tanah yang sudah didaftar sampai saat ini baru sekitar 35% dari 85 juta bidang tanah yang ada di Indonesia.

Keadaan yang demikian, maka tidak mengherankan jika masalah pertanahan yang muncul salah satu penyebabnya adalah karena belum terciptanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat. Karena belum terciptanya jaminan kepastian hukum, maka timbullah gejala penguasaan dan pengusahaan atas bidang-bidang tanah tertentu oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti pendudukan/ penggarapan atau pengklaiman atas suatu bidang tanah oleh seseorang/sekelompok orang yang belum tentu berhak atas tanah yang bersangkutan, sehingga menimbulkan masalah pertanahan.

Permasalahan pertanahan yang muncul dari keadaan yang demikian, maka yang terjadi adalah benturan kepentingan antara para pihak yang tidak jarang diikuti dengan kepentingan di luar ketentuan hukum seperti kepentingan politik. Sungguhpun sebenarnya setiap masalah pertanahan harus dapat diselesaikan secara yuridis teknis sebagai konsekwensi dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA kepada pemerintah dalam pengaturan pemanfaatan tanah termasuk dalam penyelesaian masalah pertanahan dalam konteks sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Diakui bahwa dalam tataran situasi yang konkrit, akhir-akhir ini muncul gejala yang menunjukkan bahwa masalah pertanahan tidak hanya disebabkan hal-hal yang bersifat teknis yuridis semata, tetapi berkembang menjadi multi sektor (pertanian, industri, pemerintahan, transmigrasi dan lain-lain) dan multi dimensi (budaya, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan),
 sehingga pendekatan penyelesaiannya tidak cukup semata-mata bersifat teknis yuridis, tetapi juga menyangkut pertimbangan sosial ekonomi.

Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan

Berdasarkan kenyataan yang demikian, maka penyelesaian masalah pertanahan ditempuh dengan berbagai cara, yakni terhadap masalah pertanahan yang bersifat teknis dan rutinitas dapat ditempuh oleh instansi pertanahan secara intern berdasarkan petunjuk teknis/instruksi dinas, sedang masalah pertanahan yang menyangkut usul/tuntutan seseorang yang merasa dirugikan oleh suatu penetapan seorang pejabat, penyelesaiannya dapat dilakukan oleh instansi pertanahan melalui pendekatan musyawarah sebagai bagian dari tugas pelayanan masyarakat yang merupakan fungsi penyelesaian sengketa hukum/hak-hak atas tanah.

Usaha-usaha musyawarah dalam penanganan masalah pertanahan termasuk yang menyangkut penetapan seorang pejabat, mengalami jalan buntu atau terhadap sengketa yang menyangkut status kepemilikan atas tanah dan kebenaran data fisik dan yuridis, maka diselesaikan melalui lembaga peradilan. Sedang masalah pertanahan yang bersumber dari perbedaan kepentingan untuk memanfaatkan tanah, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif melalui perwasitan, mediasi dan arbitrase. Sementara terhadap masalah pertanahan yang cenderung sebagai akibat konflik struktural yang terjadi karena kebijakan pemerintah di masa lalu, khususnya dalam rangka keadilan pada masa transisi, dapat diselesaikan melalui suatu komisi atau badan peradilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang.

Penyelesaian masalah pertanahan dengan cara yang terakhir inilah yang sering dilakukan dengan pendekatan politis. Dengan kata lain permasalahan tanah tersebut sering dipolitisir atau dipolitickhing artinya suatu peristiwa atau kegiatan yang dipolitikkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan politik di sini termasuk yang menyangkut penerbitan suatu kebijakan (policy) oleh instansi tertentu guna menyikapi suatu keadaan/situasi yang timbul di masyarakat dimana kebijakan yang merupakan pengambilan suatu keputusan itu tidak diatur oleh suatu peraturan hukum.

Mekanisme penanganan sengketa pertanahan diselenggarakan penyelesaiannya melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui Pengadilan.

Penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struKtural menjadi tugas dan fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku mutatis-mutandis bagi Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Penyelesaian melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilakukan melalui langkah-langkah:

Adanya pengaduan.

Sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan atau keberatan dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dimana keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu. Sengketa hak atas tanah meliputi beberapa macam antara lain mengenai status tanah, siapa-siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak atau pendaftaran dalam buku tanah.

Penelitian dan pengumpulan data.

Setelah berkas pengaduan diterima pejabat yang berwenang mengadakan penelitian terhadap data/administrasi maupun hasil di lapangan/fisik mengenai penguasaannya sehingga dapat disimpulkan pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

Pencegahan (mutasi).

Mutasi tidak boleh dilakukan agar kepentingan orang atau badan hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapat perlindungan hukum. Apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa atau dilakukan pencegahan/ penghentian sementara terhadap segala bentuk perubahan (mutasi) tanah sengketa.

Musyawarah.

Penyelesaian melalui cara musyawarah merupakan langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa, seringkali menempatkan pihak instansi/Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian secara kekeluargaan ini, sehingga diperlukan sikap tidak memihak dan tidak melakukan tekanan-tekanan, justru mengemukakan cara penyelesaiannya. 

Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan oleh Kepala BPN.

Penyelesaian Melalui Peradilan.
Penyelesaian ini dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan.

Sementara menunggu Putusan Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadi masalah dikemudian hari yang menimbulkkan kerugian bagi pihak-pihak yang berpekara maupun pihak ketiga. Untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). 

Surat-surat tanda bukti hak yang diberikan berupa sertipikat hak atas tanah dikatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya maka yang berwenang memutuskan alat pembuktian mana yang benar adalah Pengadilan.

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan/Lahan
Istilah sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan, sedangkan dalam kosa kata bahasa Inggris istilah tersebut diartikan menjadi 2 (dua) istilah, yaitu conflict dan dispute yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan.

Istilah conflict sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan istilah dispute dapat diterjemahkan sebagai sengketa.Secara terminologi pengertian konflik adalah: “Conflict is a process which begins when one party perceives that the other has frushtrated, or is about to frushtrate, some concern of his. It suffices for a conflict to exist that one party has a certain perception of the other side’s behavior, immaterial of whether that other side is aware that a conflict or the potential for one exist or knows of these concerns, and immaterials of how that side reacts”.

Menurut Rahmadi Usman, konflik sebagai pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara para pihak yang bersangkutan.Dalam hal itu dapat dikemukakan bahwa sepanjang para pihak dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa; namun apabila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya maka akan timbul sengketa.
 Dengan demikian di dalam setiap konflik terkandung potensi sengketa. 

Menurut A Murti Arto bahwa apabila sengketa itu berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum. Permasalahan ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan.60 Selanjutnya dalam pandangan Lawrence M. Friedman terdapat perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa atau dispute yaitu pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau inconsistent terhadap sesuatu yang bernilai, misalnya dua orang merebut sebidang tanah yang sama, sedangkan konflik yaitu merupakan pertentangan yang bersifat makro, misalnya pertentangan antara golongan atau kelompok. Dalam pada itu istilah sengketa atau dispute diartikan sebagai: “a disagreement between persons about their rights or their legal obligations to one another”.61 
Sengketa dan/atau konflik tidak dapat dihindari pada masyarakat yang sedang membangun, tidak akan dapat mencegah akibat-akibat berbagai kegiatannya yang akan bergesekan satu dengan yang lainnya. Di dalam pergesekan tersebut tidak akan dapat dielakan terjadinya pertentangan-pertentangan yang akhirnya akan menjelma sebagai suatu sengketa atau ketidaksepahaman yang dapat terjadi setiap saat. Keadaan pertentangan tersebut sekilas tampak tidak berarti sehingga mungkin saja terabaikan, akan tetapi tiba- tiba muncul tanpa diperhitungkan sebelumnya.

Salah satu fenomena sengketa yang dijumpai dalam kehidupan di masyarakat yaitu sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan atau land dispute dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan (hak) tanah sebagai objek persengketaan. Sengketa pertanahan atau land dispute terdiri atas 2 (dua) suku kata yaitu land dan dispute. Sengketa pertanahan, dalam bahasa konflik dikategorikan sebagai manifest conflict dan emerging conflicts. Dalam suatu sengketa, pihak- pihak sudah teridentifikasi, berhadapan langsung dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung atau berkelajutan dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak (deadlock).

Mendeskripsikan makna sengketa sebagaimana terurai di atas terlihat bahwa suatu sengketa akan terjadi manakala ada dua kepentingan yang saling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini berbeda pula dengan rumusan sengketa yang dianut oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, menyebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

Keabsahan suatu hak; 

Pemberian hak atas tanah; 

Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi BPN. 

Selain itu ada juga rumusan sengketa yang masuk dalam lingkup kasus pertanahan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan PertanahanNomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam butirnya menyebutkan bahwa: 

Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. 

Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. 

Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. 
Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat dilihat perbedaan yang sangat jelas antara perbedaan sengketa dan konflik yaitu terletak pada dampaknya. Sengketa tanah secara umum tidak berdampak luas dan hanya melibatkan beberapa pihak saja sedangkan konflik cenderung atau sudah berdampak luas yang sudah berhadapan dengan kelompok, golongan, atau organisasi. 

Namun sengketa dan konflik dalam bidang pertanahan dapat diselesaikan pada kantor BPN sebelum menjadi perkara yang harus dibawa ke pengadilan cara ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci daan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

Kata mediasi secara etimologi dan terminologi oleh para ahli. Secara etimologi, kata “mediasi” berasal dari bahasa Latin “mediare”, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikanVsengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna, mediator harus berada pada posisi netral tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.
 Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. 

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut di atas, mediasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima penawaran penyelesaian sengketa dari mediator. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.
Penjelasan istilah mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting untuk guna membedakan dengan bentuk-bentuk APS lainnnya seperti arbitrase, ajudikasi, negosiasi, dan lain-lain. Mediator berada pada posisi “tengah dan netral” antara pihak-pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan secara etimologis masih umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkrit esensi dari kegiatan mediasi secara menyeluruh.

Oleh karenanya perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan oleh para ahli. Gary Goodpaster mengemukakan :

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan Hakim atau Arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa anatara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”.

Menurut David Spencer dan Michael Brogan, dalam bukunya “Mediation Law and Practice”, mengemukakan pengertian mediasi yang agak luas dikemukakan oleh The Nationale Alternative Dispute Resolution Advisory Council, “Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assitance of a dispute resolution practitioner (a mediator) identify the dispute issues, developtions, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of dispute or the outcome of it resolution, but may advise on or determine the process of mediation where by resolution is attempted.”

Pengertian mediasi ini dapat di klasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lainnya. Ciri tersebut berupa:

Ciri mediasi 

Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase). 

Peran mediator 

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. 

Kewenangan mediator 

Mediator dalam menjalankan perannya hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan sehingga menghasilkan agreement (perjanjian) dari para pihak. 

Agreement dapat dicapai apabila mediator mampu menjalankan negosiasi di antara pihak yang bersengketa. Negosiasi dapat saja terjadi antara sesama para pihak yang bersengketa atau dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap negosiasi. 

Rumusan mediasi yang dianut oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu menurut Pasal 1 butir (7) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kasus Pertanahan, menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
 Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Apabila para pihak setuju melaksanakan mediasi pada kantor pertanahan, maka kantor pertanahan akan melakukan gelar mediasi. Gelar Mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah.
Gelar Mediasi bertujuan: 

Menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, dan  pendapat dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; 

Menjelaskan posisi hukum para pihak baik kelemahan/kekuatannya; 

Memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah; 

Pemilihan penyelesaian kasus pertanahan.

Gelar mediasi akan di fasilitasi oleh kantor petanahan dan dilakukan secara persuasif kepada para pihak yang bersengketa. Gelar mediasi ini merupakan tindakan yang nyata dari pemerintah sebagai pemangku kewenangan untuk dapat menyelesaikan persoalan pertanahan yang ada. 

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa pertanahan ini bisa dilakukan dengan mengambil kesepakatan antar pihak yang bersengketa. “Win-win solution” dianggap sebagai langkah yang mampu menyelesaikan antara pihak yang berselisih dengan mencari jalan tengah bagi para pihak yang bersengketa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,
 maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perjanjian asuransi, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.
  Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
 Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma (dasar), peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu :
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penangana Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:

Studi kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Studi lapangan (field research), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yang hanya berperan sebagai informan yaitu Advokat. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai pendukung penelitian hukum normatif dalam penulisan ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.
 Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penyelesaian Lahan Di Luar Pengadilan Di Indonesia

Secara etimologi kata ”mediasi” berasal dari bahasa Inggris “mediation” dan Latin ”mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Penjelasan istilah mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi “tengah dan netral” antara pihak-pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. ”Berada di tengah” juga bermakna, mediator harus berada pada posisi netral tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. 
 

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut di atas, mediasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternative dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa. Dari pengertian mediasi secara terminologi diungkapkan oleh Gary Goodpaster.

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan Hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika social hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan yang dipersengketakan”.

Sehubungan dengan mediasi ini disebutkan di dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dan mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution/ADR) bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian konflik/sengketa ini merupakan bagian dari norma sosial yang hidup atau setidaknya pernah hidup di masyarakat. Hal ini dapat ditelusuri dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.
 Dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi ini, Kantor Pertanahan Kota Medan selaku mediator terikat oleh prinsip-prinsip mediasi itu sendiri, yaitu menjaga independensi atau objektivitas dalam membantu dan memudahkan penyelesaian sengketa tersebut. 

Hasil Mediasi jika dilihat dari peraturan perundang-undangan berdassarkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdapat 2 (dua) hasil dari adanya mediasi, yaitu :

Mediasi berhasil mencapai kesepakatan yaitu adanya perdamaian.  Hal ini diatur dalam pasal 27- 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa: 

Pasal 27 Ayat:  Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: 

Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 

Merugikan pihak ketiga; 

Tidak dapat dilaksanakan. 

Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.  Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. 

Pasal 28 ayat (1) Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki, 

Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian. Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan   Mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan. 

Pada pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, menjelaskan tentang kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara tertulis bersifat sangat final dan mengikat kedua belah pihak yang telah melaksanakan dengan itikad baik. Apabila Kedua belah pihak yang bersengketa talah menyetujui akta perdamaian tersebut maka wajib di daftarkan di Pengadilan Negeri dalam kurun waktu 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan mediasi tersebut dilakukan.

Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan telah digunakan dalam praktek- praktek oleh Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Dalam Penggunaan cara mediasi yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional telah berhasil menyelesaikan suatu sengketa pertanahan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga, kesepakatan mediasi tersebut diartikan sebagai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dengan bantuan mediator guna meyelesaikan atau mengakhiri sengketa.
Dengan dicapainya suatu kesepakatan tersebut maka pihak BPN selaku mediator dapat membuatkan akta perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar dapat mengetahui kedudukan dari pada akta perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mengatakan bahwaPasal 41 ayat (1) Dalam hal Mediasi menemukan kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak. Perjanjian Perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Dalam Petunjuk Teknis: Nomor 5/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi dikatakan bahwa Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa dirumuskan dalam bentuk kesepakatan atau agreement/perjanjian, dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah selesai, sementara tindak lanjut pelaksanaannya menjadi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi dan Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini, formalisasi kesepakatan secara tertulis dibuat dengan menggunakan format perjanjian dan setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang berlangsung agar mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan mengikat. Berita acara kesepakatan damai ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Akta perdamaian dalam mediasi didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial dimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi, maka dapat dimintakan eksekusi di Pengadilan. Putusan akta perdamaian juga tidak dapat banding, karena merupakan suatu putusan tertinggi.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan Di Luar Pengadilan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan sosial dan ekonomi, meningkat pula sengketa pertanahan yang disampaikan ke Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN.

Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN RI Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang- undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN untuk mediator didalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan- pembatasan hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan. 

Penyelesaian sengketa tanah mencakup baik penanganan masalah pertanahan oleh BPN sendiri maupun penanganan tindak lanjut penyelesaian masalah oleh lembaga lain. Berkait dengan masalah pertanahan yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan atas prakarsanya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Dasar hukum kewenangan BPN sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit, tercantum dalam Keputusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 1999 Tentang Tatacara Penanganan Sengketa Pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

Keabsahan suatu hak; 

Pemberian hak atas tanah; 

Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan. 

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu: 

Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan; 

Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan. 

Untuk mengetahui kasus posisinya tersebut perlu dilakukan penelitian dan pengkajian secara yuridis, fisik, maupun administrasi. Putusan penyelesaian sengketa atau masalah tanah merupakan hasil pengujian dari kebenaran fakta objek yang disengketakan. Output-nya adalah suatu rumusanpenyelesaian masalah berdasarkan aspek benar atau salah, das sollen atau das sein.

Dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tersebut untuk memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk mengajukan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Di samping itu, dalam kasus-kasus tertentu kepada mereka dapat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri rumusan penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini BPN hanya menindaklanjuti pelaksanaan putusan secara administratif sebagai rumusan penyelesaian masalah yang telah mereka sepakati.

Berdasarkan kewenangan penyelesaian masalah dengan cara mediasi itu dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penyelesaian masalah sehingga disamping dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus juga dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum, dengan demikian mediasi oleh BPN bersifat autoritatif. 

Pertanahan pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, dalam pergaulan masyarakat maupun bagi Negara. Dalam kehidupannya secara pribadi, hidup dan kehidupan manusia tidak terpisahkan dengan tanah. Sepanjang hidupnya manusia selalu berhubungan dengan tanah dan diatas tanahlah manusia melakukan kegiatan maupun mencari penghidupan. Oleh karena itu, hubunganmanusia dengan tanah sangat erat. Tanah merupakan sumber kemakmuran dan kebahagiaan, baik secara lahiriah maupun batiniah. 

Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya diyakini bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Oleh karena itu, hak penguasaan yang tertinggi atas tanah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hak Bangsa Indonesia. Implikasinya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah secarapribadi harus memperhatikan kepentingan bangsa atau kepentingan yang lebih besar dalam masyarakat. Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Dalam pengertian sumber kemakmuran, tanah tersebut merupakan kekayaan nasional. Dari konsep hubungan yang demikian ini, hubungan bangsa Indonesia dengan tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia bersifat abadi.selain itu bagi Negara, tanah dalam pengertian kewilayahan merupakan yuridiksi serta berbagai unsur persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa pengelolaan pertanahan dapat dilihat dari aspek publik dan aspek privat. Dari aspek publik, tanah dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal ini Negara mempunyai kewenangan mengatur bidang pertanahan. Dari aspek privat, hak-hak tanah mengandung kewenangan bagi pemegang hak untuk menggunakan tanah tersebut dan melakukan perbuatan- perbuata hukum. Jadi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh pemegang hak dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Kepentingan masyarakat maupun kepentingan Negara inilah yang menyebabkan sengketa dibidang pertanahan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan melalui lembaga mediasi secara murni.

Penyelesaian sengketa pertanahan termasuk melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN untuk menjadi mediator di dalam penyelesaian sengketa pertanahan, oleh karena pertanahan dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat, tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. 

Hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu, kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut bersumber padasengketa perdata yang berhubungan dengan masalah tanah, dan dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

Dalam sengketa yang dihadapi oleh para pihak, penyelesaian sengketa tidaklah selalu harus dilakukan di pengadilan akan tetapi bisa dilakukan sendiri diantara mereka menurut dasar musyawarah dan mufakat, serta yang terpenting adalah adanya rasa kekeluargaan, karena cara ini tidak merusak hubungan kekerabatan diantaranya. Akan tetapi apabila didalam musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut mengalami kegagalan, maka biasanya mereka membawa persoalan tersebut kekelurahan atau kekantor pertanahan,dalam hal ini kepala desa atau Kepala Kantor Pertanahan yang membantu penyelesaian, dalam hal ini mereka hanya berperan sebagai penengah atau sering disebut dengan seorang mediator. 

Dalam masalah sengketa tanah seperti halnya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya di rugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan jalan menunjuk BPN sebagai seorang mediator.

Saran BPN dapat dipahami karena menempatkan posisi sebagai mediator juga tidak mudah, karena disamping eksistensi sebagai mediator itu harus dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, mediator harus dituntut mempunyai kemampuan-kemampuan professional sebagai mediator dan hal ini memerlukan pengetahuan tentang teknik-teknik mediasi yang perlu dipelajari dan dibekalkan kepada pejabat-pejabat di BPN yang bertugas di bidang penyelesaian sengketa pertanahan. 
Bahwa dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan yang didasarkan kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 Petunjuk Teknis No.05/JUKNIS/D.V/2007, tipe mediator Badan Pertanahan Nasional adalah autoritative mediator sehingga sulit menghindarkan sikap apriori pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghambat proses mediasi, termasuk cenderung tidak terbukanya para pihak, sulit mencairkan suasana diantara para pihak, yang berakibat sulitnya menarik garis merah permasalahan sengketa yang ada.

Bahwa mediasi akan lebih efektif apabila mediator autoritative BPN dapat didampingi oleh mediator independen ataupun mediator jaring sosial untuk lebih menjaga kepercayaan pihak-pihak dalam mengemukakan pendapat maupun opsi dalam penyelesaiannya. Sehingga kwantitas sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meminimalisir jumlah sengketa pertanahan yang ada. Bahwa akan tetapi dari data tersebut diatas dapat kita lihat upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi telah diterapkan dengan sangat signifikan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.

Mediasi akan bekerjasama secara meyakinkan bila dilaksanakan secara pribadi dan rahasia. Kerahasian akan membantu mediator untuk membangun kepercayaan dan mengembangkan laporan konstruktif dengan pihak-pihak. Kerahasian juga akan membuat aman bagi pihak-pihak untuk memberikan informasi, juga akan menciptakan kondisi aman di mana pihak- pihak dapat mengemukakan kebutuhan dan kepentingannya tanpa kekhawatiran akan dirugikan. Oleh karenanya kerahasian harus tetap dijaga dalam mediasi. 

Sebelum memulai sebuah proses maka hal terpenting harus dilakukan oleh mediator adalah untuk menanamkan kepercayaan para pihak terhadap dirinya. Agar para pihak benar-benar percaya sepenuh hati bahwa mediator yang netral (tidak memihak), dapat menjaga kerahasian dan mempunyai kemampuan menyelesaikan sengketa mereka dengan tuntas. 

Bermacam-macam cara dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan tersebut. Salah satu diantaranya adalah dengan memperkenalkan diri dan melakukan penelusuran interkoneksi dengan para pihak. Mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi dan apa saja yang dirasa dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan. Seorang mediator hendaklah tetap bersikap netral, berbicara dengan bahasa para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan padakeuntungan potensial bukan pada kerugian yang diperoleh, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan kepada persamaan.

Inti aktifitas dalam proses mediasi adalah pertukaran informasi dan tawar menawar. Proses mediasi biasanya dimulai dengan semua pihak yang bertikai memberitahukan kronologis permasalahan. Agar peran yang dimainkan oleh seorang advokat itu dapat membantu para pihak yang bersengketa dapat mencapai penyelesaian, maka advokat menggunakan serangkaian taktik (kiat) dalam sebuah forum mediasi. 

Sebagai bukti bahwa Advokat mengambil peran melaksanakan mMediasi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yaitu sengketa antara Sugeng Surya Kusuma dan Agus Zulkifli. Permasalahan mula-mula diketahui karena kuasa hukum Sugeng Surya Kusuma melakukan permohonan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) dan menyampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan. Pemohon datang untuk menyampaikan permohonan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini :

Sertipikat Hak Milik No. 6350 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 10 Juli 2018 atas nama Agus Zulkifli; 

Sertipikat Hak Milik No. 4071 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Agus Zulkifli; 

Sertipikat Hak Milik No. 4069 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2014 atas nama Agus Zulkifli; 

Sertipikat Hak Milik No. 4070 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 14 Oktober 2014 atas nama Agus Zulkifli. 

Bahwa hal tersebut di mohonkan dengan alasan terhadap beberapa bidang tanah di atas objek tersebut masih adanya sengketa antara Sdra. Agus Zulkifli selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama yang telah melakukan Pembangunan Unit Rumah Tipe 36 Sejumlah 13 Unit, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini :

Bahwa Klien Kami adalah Mandor dan atau Pemborong Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaian Unit Rumah Tipe 36 Sejumlah 13 Unit yaitu Blok B2, Blok B4, Blok B6, Blok B8, Blok B10, Blo B12, Blok B14, Blok B16, Blok B18, Blok B20, Blok B22, Blok B24, dan Blok B26 Pada Perumahan Kabupaten Koi yang berlokasi di Jl. Sei Mencirim Simp. Sei Sengkol Desa Suka Maju, Kec. Sunggal dengan masa Pelaksanaan Kerja Selama 60 (enam puluh) hari Kalender berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Sdra. Agus Zulkifli Selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama;

Bahwa 13 Unit Rumah Tipe 36 tersebut sepengetahuan Klien Kami berada di atas antara beberapa bidang tanah yang tersebut di bawah ini : 

Bidang tanah A seluas ± 3.070 M2 (tiga ribu tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 6350 Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 10 Juli 2018 atas nama Agus Zulkifli; 

Bidang tanah B seluas ± 2.393 M2 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4071 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 13 Oktober 2014 atas nama Agus Zulkifli; 

Bidang tanah C seluas ± 2.033 M2 (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4069 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 23 Oktober 2014 atas nama Agus Zulkifli; 

Bidang tanah D seluas ± 2.970 M2 (dua ribu sembilan tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4070 Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, Kota Medan tertanggal 14 Oktober 2014 atas nama Agus Zulkifli. 

Bahwa adapun harga borongan terhadap masing-masing unit rumah Tipe 36 tersebut di atas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 12 Januari 2017 adalah Rp. 1.450.000/ M2 x Tipe 36 = Rp. 52.200.000 (lima dua puluh juta dua ratus ribu rupiah per unitnya, sehingga total harga borongan untuk 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 adalah = Rp. 678.600.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dengan sistem pembayaran Site Instruction Perbankan antara lain : 

Termin I : Saat Pekerjaan Pemasangan Bata tinggi mencapai ± 1 meter dibayarkan Uang Muka Kerja Senilai Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap unit rumah yang dibangun; 

Termin II : Saat Pekerjaan Pembangunan Rumah telah selesai 100 % atau rumah siap Melalui Berita Acara Serah Terima I kepada Developer dibayarkan senilai Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk tiap unit rumah yang selesai. 

senyatanya Klien Kami telah melaksanakan Pekerjaan  Pembangunan 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 milik PT. Jaya Bangkit Bersama atau Sdra. Agus Zulkifli dengan masa Pelaksanaan Pembangunan selama 60 (enam puluh) hari Kerja serta telah melakukan Penyerahan melalui Berita Acara Serah Terima kepada PT. Jaya Bangkit Bersama atau Sdra. Agus Zulkifli; 

Agus Zulkifli selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Sisa Pembayaran Pembangunan 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 milik PT. Jaya Bangkit Bersama atau Sdra. Agus Zulkifli kepada Klien Kami selaku Mandor dan atau Pemborong Pelaksanaan Pekerjaan Penyelesaiaan Unit Rumah Tipe 36 Sejumlah 13 (tiga belas) unit; 

Adapun sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Sdra. Agus Zulkifli selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama kepada Klien Kami adalah sebesar Rp. 404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah); 

Klien Kami telah berusaha kali untuk meminta kepada Sdra. Agus Zulkifli selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit  Bersama untuk melaksanakan kewajibannya melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah) terhadap Klien Kami, namun Sdra. Agus Zulkifli selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama tidak menunjukkan itikad baiknya kepada Klien Kami untuk melunasi sisa Pembayaran Pembangunan 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 milik PT. Jaya Bangkit Bersama atau Sdra. Agus Zulkifli; 

Sepengetahuan Klien Kami saat ini terhadap 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 tersebut di atas sekarang telah di alihkan kepemilikkannya oleh PT. Jaya Bangkit Bersama atau Sdra. Agus Zulkifli kepada Pihak Lain (Penghuni Rumah) dengan bantuan biaya KPR (Kredit Perumahan Rakyat) yang telah dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Juanda Kota Medan; 

Tindakan Sdra. Agus Zulkifli selaku Pemilik Perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sisa Pembayaran Pembangunan 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 sebesar Rp. 404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah) kepada Klien Kami telah mengakibatkan kerugian terhadap diri Klien Kami baik secara Materiil dan Moril; 

Saat ini terhadap 13 (tiga belas) unit rumah Tipe 36 tersebut di atas sekarang telah di alihkan Kepemilikkannya oleh Sdra. Agus Zulkifli selaku Pemilik dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama kepada Pihak Lain (Penghuni Rumah) dengan bantuan Pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) yang telah dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Juanda Kota Medan; 

Untuk menghindari tuntutan hukum dari kami, maka seyogianya Bapak melakukan Pemblokiran terhadap Sertipikat-Sertipikat dimaksud dan tidak melakukan tindakan hukum lainnya terhadap Sertipikat-Sertipikat tanah dimaksud. 

Setelah Permohonan ini disampaikan, Sdr. Agus Zulkifli selaku pemilik perumahan dan atau Direktur PT. Jaya Bangkit Bersama hingga saat blokir diajukan oleh Sdr. Sugeng Surya Kesuma belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sisa pembayaran pembangunan tiga belas unit rumah tipe 36 milik PT. Jaya Bangkit Bersama kepada Sdr. Sugeng Surya Kesuma selaku Mandor atau Pemborong pelaksanaan pekerjaan penyelesaian unit rumah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 12 Januari 2019 antara Sugeng Surya Kesuma dengan Agus Zulkifli yang telah disepakati. 

Permohonan Blokir tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Sugeng Surya Kesuma dengan Agus Zulkifli secara sukarela menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Mediasi berhasil dilaksanakan dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di hadapan mediator. 

Berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut, Sdr. Suhardi S.H dari Law Firm Astralindo selaku kuasa dari Sugeng Surya Kesuma berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2019 memohonkan penghapusan pencabutan blokir melalui surat Nomor : 01/LF.Astralindo/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 perihal Pemohonan Pencabutan Blokir atas Sertipikat Hak Milik No : 6350, No : 4071, No : 4069, No. 4070.

Adapun pokok-pokok diskusi/tanggapan yang dilakukan oleh jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan pada proses mediasi yang dilakukan pada pokoknya: 

Irwan Muslim , S.T Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Pemohon blokir memohonkan pencabutan blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4069, No. 4070, No. 4071, No, 6350/ Desa Suka Maju masing-masing terdaftar atas nama Agus Zulkifli, Harry Dian Nugraha, Harry Dian Nugraha, dan Harry Dian Nugraha, masing-masing seluas 2.033 M2, 2.970 M2, 2.393 M2, 3.070 M2, terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kota Medan dapat dilaksanakan penghapusan blokirnya karena telah ada perdamaian antar dua pihak. 

Sujono, S.H., M.H Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita Blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4069, No. 4070, No. 4071, No, 6350/ Desa Suka Maju masing- masing terdaftar atas nama Agus Zulkifli, Harry Dian Nugraha, Harry Dian Nugraha, dan Harry Dian Nugraha, masing-masing seluas 2.033 M2, 2.970 M2, 2.393 M2, 3.070 M2, terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kota Medan tidak dapat dilakukan perpanjangan blokir, karena pemohon blokir tidak ada menyampaikan salinan gugatan dan permohonan penghapusan catatan blokir tersebut dimohonkan sendiri oleh si pemblokir. 

Marangkup Simanullang, S.H Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Bahwa menurut saya blokir atas sertipikat tersebut dapat dilaksanakan penghapusannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 

Freddy Lumbangaol, S.H Kepala Sub. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT. Bahwa batas waktu blokir sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang telah berakhir, maka dapat dilaksanakan penghapusan blokirnya. 

Ferdiana Irwanti, S.H., M.Kn, Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Bahwa menurut saya blokir atas sertipikat tersebut dapat dilaksanakan penghapusannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 

Puteri Rayhan Natasha Siregar, S.H, Kepala Sub. Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Bahwa blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4069, No. 4070, No. 4071, No, 6350/ Desa Suka Maju masing-masing terdaftar atas nama Agus Zulkifli, Harry Dian Nugraha, Harry Dian Nugraha, dan Harry Dian Nugraha, masing-masing seluas 2.033 M2, 2.970 M2, 2.393 M2, 3.070 M2, terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kota Medan dapat dilakukan penghapusan catatan blokirnya karena antara Sugeng Surya Kesuma dengan Agus Zulkifli telah sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyatakan tidak ada lagi permasalahan apapun antara kedua belah pihak dan membebaskan Bank BTN Syariah Medan dari segala tuntutan apapun atas permasalahan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari berdasarkan surat Kesepakatan dan Pernyataan tanggal 21 Nopember 2019 yang ditandatangani serta bermaterai cukup.

Adapun kesimpulan dan hasil paparan tersebut yaitu: 

Blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4069, No. 4070, No. 4071, No, 6350/ Desa Suka Maju masing-masing terdaftar atas nama Agus Zulkifli, Harry Dian Nugraha, Harry Dian Nugraha, dan Harry Dian Nugraha, masing- masing seluas 2.033 M2, 2.970 M2, 2.393 M2, 3.070 M2, terletak di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kota Medan dapat dilakukan penghapusan catatan blokirnya antara Sugeng Surya Kesuma dengan Agus Zulkifli telah sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyatakan tidak ada lagi permasalahan apapun antara kedua belah pihak dan membebaskan Bank BTN Syariah Medan dari segala tuntutan apapun atas permasalahan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari berdasarkan surat Kesepakatan dan Pernyataan tanggal 21 Nopember 2019; 

Penghapusan catatan blokir tersebut telah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 

Berdasarkan hasil mediasi tersebut maka antara Sugeng Surya Kesuma dengan Agus Zulkifli telah sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyatakan tidak ada lagi permasalahan apapun antara kedua belah pihak dan membebaskan Bank BTN Kota Medan dari segala tuntutan apapun atas permasalahan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari berdasarkan surat Kesepakatan dan Pernyataan tanggal 21 Nopember 2024 yang ditandatangani serta bermaterai cukup.

Dari data di atas sengketa yang diadukan langsung kepada Kantor Pertanahan Kota Medan. Dalam perkara ini kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang dilatar belakangi kesadaran para pihak melalui kuasa hukumnya Wildan Areza,SH.MH untuk lebih memilih cara penyelesaian sengketanya melalui jalur mediasi dan enggan melanjutkan perkara ke pengadilan yang akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran serta biaya. 

Dari pengaduan-pengaduan atau laporan-laporan tersebut di atas sesungguhnya ada juga beberapa pelaksanaan mediasi yang tidak berhasil. Beberapa pelaksanaan mediasi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan keegoisan salah satu pihak untuk memenangkan perkara yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu ketidakberdayaan kantor pertanahan juga menjadi faktor ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi dikarenakan rumitnya permasalahan. 

Kantor Pertanahan dapat berperan untuk mengambil kesempatan sebagai lembaga penengah atau mediator sehingga dengan perannya tersebut permasalahan atau persengketaan dapat diselesaikan. Namun demikian, tampaknya usaha-usaha ini belum diwujudkan secara optimal oleh Kantor Pertanahan, karena setelah diadakan pengecekan atau pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan, baik pemeriksaan di lapangan maupun administrasi (pemeriksaan berkas-berkas), pada akhirnya Kantor Pertanahan selalu menyarankan untuk diselesaikan melalui proses pengadilan. 

Saran Kantor Pertanahan dapat dipahami karena menempatkan posisi sebagai mediator juga tidak mudah, karena disamping eksistensi sebagai mediator itu harus dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, mediator harus dituntut mempunyai kemampuan-kemampuan professional sebagai mediator dan hal ini memerlukan pengetahuan tentang teknik-teknik mediasi yang perlu dipelajari dan dibekalkan kepada pejabat-pejabat di Kantor Pertanahan yang bertugas di bidang penyelesaian sengketa pertanahan.

Pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan yang didasarkan kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.34 Tahun 2007 Juknis No.05/JUKNIS/D.V/2007, tipe mediator Badan Pertanahan Nasional adalah autoritative mediator sehingga sulit menghindarkan sikap apriori pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghambat proses mediasi, termasuk cenderung tidak terbukanya para pihak, sulit mencairkan suasana diantara para pihak, yang berakibat sulitnya menarik garis merah permasalahan sengketa yang ada.

Mediasi akan lebih efektif apabila mediator autoritative BPN dapat didampingi oleh mediator independen ataupun mediator jaring sosial untuk lebih menjaga kepercayaan pihak-pihak dalam mengemukakan pendapat maupun opsi dalam penyelesaiannya. Sehingga kwantitas sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meminimalisir jumlah sengketa pertanahan yang ada. 

Bahwa akan tetapi dari data tersebut diatas dapat kita lihat upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi telah diterapkan dengan sangat signifikan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Meskipun berhasil di terapkan akan tetapi setidak-tidaknya evaluasi mekanisme mediasi harus dilaksanakan untuk mencapai hasil mediasi yang maksimal baik dari segi kwantitas maupun kwalitasnya untuk kedepannya. 
 

Prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihakterlebih dahulu baik pihak pengadu ataupun teradu. Peran mediator menangkapkeinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mauberdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penadu dan teradu kemudian menawarkan. Jadi yang menjaditolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya.

Persoalan efektif atau tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentuakan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil.Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari parapihak untuk membangun khasanah untuk berdamai. 

Dalam mengevaluasi mediasi, khususnya evaluasi terhadap efektif-tidaknya intervensi mediator yang dilakukan pada saat mediasi, beberapa kriteria berikut dapat digunakan:

Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hakhak individu.

Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.

Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan.

Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.

Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Beberapa kondisi di balik keberhasilan mediasi adalah: 

Serupa negosiasi, mediasi lebih efektif untuk konflik yang moderat daripada konflik yang gawat.

Mediasi lebih efektif bila para pihak yang bertikai memiliki motivasi yang tinggi mencapai kesepakatan, misalnya ketika mereka sedang berada dalam jalan buntu yang amat merugikan mereka sehingga mereka tidak tahan mengalami status quo tersebut lebih lama lagi (disebut dengan hurting stalemate). 

Mediasi lebih efektif bila pihak-pihak yang bertikai bersungguh-sungguh menerima mediasi, bila tidak ada kekurangan atau kelangkaan sumber daya yang parah, bila isu yang ditengahi tersebut tidak menyangkut prinsip-prinsip umum, dan bila pihak-pihak yang bertikai relatif setara dalam kekuasaan.

Mediasi lebih efektif bila ada ancaman arbitrase sebagai langkah selanjutnya setelah mediasi gagal.

Ada beberapa jenis tindakan mediator yang terbukti efektif terlepas dari situasi pertikaiannya. Contohnya adalah: 

Mediator yang dapat mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai dapat membantu mereka memahami posisi satu sama lain sehingga membantu pencapaian kesepakatan.

Mediator yang dapat mengontrol agenda mediasi akan meningkatkan keberhasilan mediasi, misalnya mempercepat pencapaian kesepakatan, membantu meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa kesepakatan dapat dicapai.

Mediasi bergaya bersahabat juga efektif terlepas dari tekanan waktu yang dihadapi para perunding.

Mediator dapat mengatasi masalah “devaluasi reaktif” dengan mendaku suatu proposal sebagai proposalnya, bila proposal itu dapat diterima suatu pihak tetapi akan ditolak bila diajukan oleh pihak lain.

Membuat konsesi terhadap mediator tidak tampak sebagai pertanda kelemahan seorang perunding dan dapat menjadi salah satu cara menyelamatkan muka. 

Mediator dapat mengurangi optimisme seorang perunding tentang kemungkinan pihak lawan akan membuat konsesi besar, sehingga mempermudah si perunding membuat konsesi.

Para mediator menganggap bahwa semakin aktif dan semakin banyak mereka menggunakan taktik-taktik mediasi, semakin efektif pula usaha mereka sebagai mediator.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat dikatakan berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara pihak di masa depan.
 Penyelesaian sengketa pertanahan yang terlaksana di Kantor Pertanahan Kota Medan ini dapat dikatakan bahwa kinerjanya cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Medan. Dari data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Medan adapun jumlah kasus yang masuk dan yang berhasil diselesaikan di Kantor Pertanahan Kota Medan yaitu :

Tabel 1

Jumlah Kasus Yang Masuk Dan Yang Berhasil Diselesaikan Di Kantor Pertanahan Kota Medan
	No
	Tahun
	Jlh Kasus yang Masuk
	Jlh Yang Berhasil Melalui Mediasi

	1
	2021
	4
	3

	2
	2022
	5
	3

	3
	2023
	3
	2

	4
	2024
	-
	


Sumber : Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2025
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang masuk ke bagian Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara jumlah kasus yang terselesaikan melalui jalur mediasi hanya cuku berhasil yang dapat terselesaikan dan dari beberapa sengketa yang berhasil diselesaikan di Kantor Pertanahan KabupatenKota Medan melalui jalur mediasi dapat ditarik adanya faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini. Faktor yang dapat mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi ini yaitu, adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi.

Para pihak harus mempunyai itikad baik dengan keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam. Selanjutnya, kemampuan mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketanya juga sebagai faktor pendukung mendorongnya keberhasilan mediasi. Kemampuan mediator, tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa. Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak juga mendorong tingkat keberhasilan dari mediasi.

Mediator yang bersifat netral dan tidak memihak dapat memberikan saran atau anjuran yang bijak, tidak memihak kepada salah satu pihak. Misalnya pada saat posisi tawar menawar mediator dapat menawarkan posisi tawar menawar yang setara sehingga para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur mediasi tersebut. 

Hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi faktor pendorong tingkat keberhasilan mediasi ini. Mediasi dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari adanya kesepakatan antara para pihak untuk melalukan perdamaian. Namun, di Kantor Pertanahan Kota Medan ini dapat dikatakan jarang sekali dijumpai penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat tidak memiliki itikad baik, dan ingin menang, sehingga banyak masyarakat di Kota Medan memilih menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi. 

Hambatan Dan Upaya Mengatasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Di Luar Pengadilan

Setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi atau non litigasi di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya.

Tingkat keberhasilan mediasi untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaiakan masalah sengketa pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan masih ditemukan hambatan-hambatan yang dapat dibagi menjadi dari 2 faktor, yaitu: 

Faktor menghambat secara yuridis.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pertanahan khususnya PM ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak menimbulkan kesulitan atau tidak menghambat pelaksanaan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan. Dengan adanya peraturan PM ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2016 Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan dapat menyelesaikan kasus pertanahan yang terjadi pada wilayah kerjanya dengan cepat, tepat dan pasti. 

Faktor penghambat non yuridis, diantaranya adalah: 

Pihak yang tidak beriktikad tidak baik untuk memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur-ulur waktu, pura-pura lupa atau ketidakjujuran pihak dalam menyelesaikan sengketa. Faktor pertama ini sangat sering ditemukan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan, contohnya dengan pemanggilan pihak yang terkait misalnya camat atau lurah yang ikut bertanda tangan terhadap surat penetapan ahli waris menyatakan diri lupa terhadap salah satu ahli waris sehingga tidak memasukkan namanya di dalam daftar ahli waris.

Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa

Upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa oleh Kantor Pertanahan Kota Medan terkadang mengalami hambatan. Salah satu kendala awal yang didapat adalah ketidakhadiran para pihak untuk memenuhi undangan Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melakukan Mediasi. Ketidakhadiran bisa dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang bersengketa yang diminta untuk memenuhi undangan pada waktu yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan selaku mediator. Dalam hal ini pada waktu yang telah ditentukan dalam undangan dari Pihak Kantor Pertanahan ada dari salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi undangan tesebut, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dalam mediasi harus ada kedua belah pihak yang berkepentingan langsung. Ketika ada salah satu pihak yang datang, masih ada kesempatan dari mediator untuk mengkonfirmasi pihak yang hadir tersebut apakah akan diusahakan lagi upaya mediasinya atau tidak. Namun kadangkala kedua belah pihak sama-sama tidak hadir sehingga secara tidak langsung membatalkan proses mediasi, karena pihak Kantor Pertanahan hanya mengupayakan satu kali pertemuan.

Tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Kunci keberhasilan dari upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adalah adanya iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa meraka secara baik-baik. Dalam beberapa pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan, sejak awal mulai acara mediasi dapat dilihat tentang adanya sikap iktikad yang tidak baik dari para pihak dengan tadanya sikap saling ngotot, dan bentuk sikap yang emosional (sikap amarah) dalam mempertahankan kepentingan masing-masing. Tidak adanya iktikad baik ini juga salah satunya tercermin dari perilaku yang tidak jujur atau tidak transparan dari pihak yang bersengketa, hal ini berkaitan erat dengan upaya mempertahankan kepentingan akan penguasaan tanah. Dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan, terkadang ada dari salah satu pihak yang tidak jujur, dengan menyampaikan bukti palsu berupa sertifikat tanah palsu yang tidak bisa langsung dibuktikan keabsahannya saat itu juga di tempat mediasi, sehingga dari pihak mediator sulit untuk membantu penyelesaian sengketa tersebut. Hal itu membuat suasana mediasi menjadi kurang kondusif, yang kadang membuat sulit bagi mediator ataupun masing-masing pihak itu sendiri, yang membuat mediasi menjadi berakhir dead lock. Dengan adanya pengalaman seperti itu, Kantor Pertanahan Kota Medan mulai tahun 2007 membuat satu kebijakan dengan hanya memberikan kesempatan satu kali pertemuan mediasi. Kebijakan ini diambil karena dari pengalaman sebelum tahun 2007, walaupun mediasi salah satu kasus sengketa dilakukan dengan intensitas lebih dari sekali, ternyata hasilnya tetap sama saja yang tiap kali mediasi berakhir pada kegagalan, dikarenakan tidak adanya iktikad tidak baik.

Perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak

Masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan tanah di Kota Medan, berasal dari berbagai latar belakang. Kiranya dari latar pendidikan, usia dan mata pencaharian yang beragam. Hal ini cukup mempersulit jalannya mediasi, karena terkadang ada pihak yang mempunyai kelemahan dalam hal usianya yang tua dan ataupun kurangnya pendidikan, sehingga tidak mampu menyampaikan penjelasan maupun memberikan bukti-bukti yang cukup untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini kadang digunakan pihak lain yang lebih kuat kemampuannya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti memiliki bukti-bukti dan penjelasan argumentasi yang bagus, sehingga lebih memperkuat posisi untuk memenangkan kepentingannya.

Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa tanah, contohnya salah satu pihak tidak memenuhi undangan untuk hadir di proses mediasi, salah satu atau salah dua pihak yang bersengketa sulit meluangkan waktunya untuk melaksanakan mediasi sehingga pihak BPN tak jarang mengikuti jadwal para pihak hingga menimbulkan waktu penyelesaian yang lebih dari 30 hari dan salah satu pihak enggan untuk dipertemukan satu sama lain.

Kurang Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan khususnya di Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang bertugas untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang ada di Kantor pertanahan setempat. Dengan banyaknya sengketa, konflik dan perkara di daerah dan SDMnya hanya 2 orang, sangat membutuhkan bantuan tambahan tenaga kerja agar kasus pertanahan dapat diselesaikan dengan maksimal dan dalam tempo yang sesuai dengan peraturan yaitu selama 30 hari.

Masih kurangnya tenaga mediator yang beserifikat di Kantor Pertanahan, karena belum tepatnya sasaran terhadap pelatihan mediator yang diadakan oleh pemerintah kepada pejabat pertanahan.

Tidak ada sanksi yang tegas dari pihak BPN apabila terjadi kesengajaan salah satu pihak yang bersengketa menghambat proses mediasi, sehingga undangan pemanggilan mediasi hanya di anggap sebelah mata. 


Kendala-kendala yang ada dalam upaya pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut, bukannya tanpa solusi. Beberapa solusi yang disampaikan oleh pejabat terkait di Kantor Pertanahan Kota Medan, antara lain adalah : 

Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa baik salah satu atau kedua belah pihak, menjadi kendala tersendiri. Ketika ada pihak yang tidak hadir memenuhi undangan, maka dari mediator menawarkan kepada salah satu pihak yang hadir apakah akan diupayakan lagi atau tidak, jika tidak maka akan dihentikan tetapi jika masih meminta untuk diupayakan mediasi, maka mediator dan pihak Kantor Pertanahan akan mengupayakan sekali lagi. Walaupun pada prinsipnya pihak Kantor Pertanahan hanya berusaha mengupayakan mediasi sekali pertemuan. Prosedur untuk mengadakan kembali melakukan proses mediasi sama seperti upaya yang pertama, yaitu dengan menyampaikan kembali undangan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan pihak-pihak lain yang terkait. Selanjutnya saat berlangsungnya mediasi setelah semua pihak yang bersengketa memenuhi undangan, dilaksanakan sebagimana rencana semula.

Iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa merupakan kunci dari upaya penyelesaian sengeketa tanah melalui mediasi dari proses awal sampai akhir. Ketika para pihak sudah menunjukkan sikap saling kooperatatif, maka akan sangat mudah menunjukkan sikap yang baik untuk sama-sama membicarakan masalah yang ada secara gamblang dan tuntas dan menjadi pekerjaan yang mudah untuk mengakhiri sengketa tanah yang ada. Namun, ketika itikad yang ditunjukkan masing-masing pihak, baik salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan iktikad yang tidak baik dengan sikap yang ngotot penuh emosional (amarah), mediator dituntut untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi mengatasi masalah dalam masalah tersebut. Dalam mengatasi kengototan dan emosional dari masing-masing pihak yang bersengketa, dalam hal ini dari pihak mediator sejak dari awal berlangsungnya mediasi menegaskan kepada para pihak agar melakukan mediasi dengan sukarela dan iktikad baik agar bekerjasama menyampaikan permasalahan yang sebenar-benarnya bias dibicarakan tanpa saling ngotot dengan kesadaran masing-masing. Walaupun memang dalam beberapa kesempatan proses mediasi, perilaku ini tetap tidak berubah dari masing-masing pihak yang pada akhirnya mengakibatkan upaya mediasi mengalami kegagalan. Sikap tidak jujur dari para pihak menjadi penghalang bagi upaya penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi. Kurangnya informasi yang benar atau penyampaian bukti-bukti palsu makin menambah ruwet masalah, sehingga dapat semakin memperlarut sengketa tanah yang ada. Sebagaimana dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan ini sikap tidak jujur acapkali mewarnai jalannya proses sengketa sampai upaya penyelesaiannya melalui mediasi. Atas adanya sikap tidak jujur dari pihak-pihak yang bersengketa, dari mediator sudah mengantisipasi dengan mempelajari dahulu materi permasalahan yang ada, sehingga mampu mengkondisikan pihak-pihak yang tidak jujur dengan memberikan penjelasan yang rasional dan himbauan moral. Bahkan ada salah satu solusi yang bisa diupayakan yaitu dengan mengundang satu persatu masing-masing pihak terlebih dahulu, agar bisa menggali keterangan lebih terbuka dari masing-masing pihak dalam mengungkapkan permasalahannya, terutama mengantisipasi jikalau ada pihak yang tidak jujur ketika melakukan mediasi.. Baru selanjutnya mengundang bersama untuk melakukan proses mediasi.

Proses mediasi yang dimana para pihak yang bersengketa memiliki perbedaan kemamupan maupun tingkat pendidikan, hal tersebut membuat jalannya proses penyelesaian dan pencarian solusi permasalahan menjadi tidak berimbang. Satu pihak memiliki posisi tawar yang bagus dengan kemampuan intelektualnya untuk beragumentasi dan menyampaikan bukti-bukti obyek sengketa, namun lain halnya dengan lain pihak yang mempunyai kelemahan kemampuan seperti umur yang sudah tua, pendidikan yang kurang ataupun lemahnya intelektual, maka diperlukan upaya tertentu untuk menjadikan posisi menajdi lebih berimbang tanpa perlu menambah-nambahi materi sengketa yang ada. Mengatasi kendala terkait adanya pihak yang kurang akan kemampuannya terutama untuk menyampaikan penjelasan serta argumentasi terkait kepentingannya terhadap permasalahan tanah, misal dikarenakan sudah tua atau kurang berpendidikan, maka para pihak tersebut boleh didampingi pihak keluarga yang dipercaya, ataupun orang lain yang dipercaya, misalkan kepala dusun, ketua Rt Ketua Rw, atau bahkan kuasa hokum yang bersangkutan. Dengan demikian posisi tawar antar kedua belah pihak yang bersengketa bisa lebih berimbang, yang pada akhirnya solusi penyelesaian permasalahan tanah tersebut dapat diperoleh sebaik mungkin untuk kedua belah pihak.

 Sebagaimana mediator sebagai pihak yang hanya bersifat sebagai penengah dan bukanlah sebagai pemutus/pengadil, saat berjalannya mediasi, Kantor Pertanahan Kota Medan selaku mediator berusaha memahami betul akan kedudukanya sebagai pihak mediator dengan menjadi pihak ketiga atau penengah yang baik yang dapat menjadi perantara dalam pencarian opsi penyelesaian serta mampu memberikan arahan yang terbaik saat berlangsungnya mediasi, misalnya jika ada pihak yang berbelit-belit, kemudian bersikap emosional dan lain-lain, maka dari pihak mediator memberikan pengarahan agar masing-masing pihak dapat mengendalikan diri serta meminta semua pihak untuk tetap saling bekerjasama dengan dasar iktikad baik. Walaupun mengetahui ada indikasi ada pihak yang salah,  tidak serta merta mediator langsung menjustifikasi pihak tersebut, namun dengan cara bijaksana meminta para pihak agar menyadari akan hal-hal yang berkaitan kebaikan semua. Salah satu faktor penting yang diperhatikan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan adalah menunjuk Tim Pelaksana Mediator yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan mediasi. Dimana mereka akan mampu untuk mengendalikan jalannya proses mediasi agar berjalan sebagaimana mestinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum penyelesaian tanah  di luar pengadilan di Indonesia berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Medan telah mengupayakan cukup serius dengan bentuk kinerja di lapangan. Mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan, dan menindaklanjuti laporan
Prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan dilakukan dengan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator.  
Hambatan dalam penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dan mengatasi hambatan mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam bermusyawarah, mempersilahkan para pihak untuk menyertakan pendamping orang yang terpercaya untuk membantu memberikan argumentasi dan bukti-bukti.

Saran

Mediator harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. 

Mediator harus menjaga nilai-nilai agama, moral, dan etika selama proses mediasi, serta menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan. Mediator harus memiliki pengetahuan hukum yang kuat, memberikan bantuan hukum yang komprehensif, dan menjaga nilai-nilai moral dan etika selama proses mediasi. Dengan demikian, advokat dapat membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum

Agar hambatan yang muncul dalam proses mediasi dapat diminimalisirkan sehingga tidak berlanjut menjadi sengketa di peradilan. 
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku


Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

------------; Beberapa Aspek Tentang Agraria, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 2015.

Anshari, Jamil,  Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara, USU Press, Medan, 2015.

Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.

--------------; Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.

Dewa, Muh. Juhfri, Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif pelayanan 
Harsono, Boedi, Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2017.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Nasution, Lutfi I, Menuju Keadilan Agraria, Akatiga, Bandung, 2002

Nata, Menggala,  Hasran Basri, dan Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Noor, Aslan, Konsep hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2016

Perlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2019.

--------------; Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Madju, Bandung, 2013

Perangin, Effendi, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016

Rusmadi, Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 2011.

Santoso, Urip, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah,   Kencana, Jakarta, 2011.

Sangaji, Z.A.  Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,  Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015

Setiawan, Yudhi, Instrumen Hukum campuran (gemeenscapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Siregar. Tampil Anshari, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH. USU, Medan, 2011.

Soemardjono, Maria, Puspita Serangkum Aneka masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta, 2012

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum,  UI Press, Jakarta, 2016.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Grafindo, 2016.

Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003
Soimin, Soeharyo, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sumindo, Y.W.  dan Ninik Widyanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), cetakan I, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2018.

Sutedi, Andrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Yamin. Muhammad, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014.

-----------; Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penangana Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung
Jurnal
Boboy, Juwita Tarochi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin,  Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020),

Pahlefi, Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25, (Maret 2017).

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, dalam Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 Nommor 1  Maret 2018.

[image: image8.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

(0. + A26/DIKTHKep/ 3556 dan K. No. : 181/D /2002

o i sy T s . e . 5. K W Y o3 o o, 0
Ko Abdrrabrvan Sy : . Gar I o, 7 Modan, K o - . Mo Prbongn Desa Suka Mareh i e, Pagar Nk, Lok Paan
Telp.(061) 7867034 Madan 2017 Home Page : Np: /e omiaw.ac. 13 amail - nfo @0 oc i

FORM. FU. 4

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN

Nomor : §9 /PAN/UMNAW/J.15/20 %

Setelzh mempelajari kelengkapan berkas Saudara :

1. Nama : Yudha Prayoga
2. Tempat, tanggal Lahir : Binjai, 15 Desember 2004
3. NPM $ 245114143

4. Jurusan/Prog Studi  : llmu Hukum

5. Agama  Islam

Dinyatakan dapat mengikuti ujian pada :

201b
Hari/tanggal 9"0“" ot
Jam : s.d selesai
Dosen Penguii 1. Prof, Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H.,M. Hum

2. Dr. Halimatul Maryani, $.H.,MH
3. Dr. Muhammad Hizbullah, S HLM.A

Dosen Saksi / Pencatat  : Ketua Program Studi.
Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Medan, ...... T i
Sekretans/Dekan

.

Ag.. M.Hum Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H.
NIDN. 0120087804

Sadat,
010 107101

Ranghap2






[image: image9.jpg]UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Arsynd Thaib obis . Bora I No. 53, K Nbamrad Yanus Karie: . Gars 1 Mo, 02

[
l-.-»m.—w 3. aru 1l Mo. 52 Medan, Karpus i 3 Mian Prbaungan Uesa Sk Mo il Ke. Pagar Merbau, Lobuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page :http//sww.umnaw.ac.d Emai: info@urmnaw.ac.d

FORM.FU. 9

BERITA ACARA UJIAN
Nomor : 20 /PAN/UMNAW/A 1120

Padahariini gabli tanggal T4Mb - bulan MIF  hun 2002
bertempat di ruang yudisium Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, panitia ujian sarjana
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

Membaca -dsb.
Mendengarkan - dsb.
Memperhatikan - dsb.
Menimbang - dsb.
Memutuskan bahwa, Saudara :
Nama : Yudha Prayoga
Tempat, tanggal Lahir Binjai, 15 Desember 2004
NPM 1245114143
Fakultas + Hukum
Jurusan/Prog Studi + Timu Hukum

Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS
285, las 222 /"..Dmyuais.mn. Nangat, Memiaskan

Dengan skor / nilai

Penguji:
1. Prof. Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H.,M.Hum. —@\ Dosen Saksi / Pencatat
2. Dr. Halimatul Maryani, S.H,MH... {

3. Dr. Muhammad Hizbullah, S.H.LM..

Dr. Syahrul Bakt! Harahap, S.H..MH
Ketua Program Studi

al(:miﬁm Rektor Medan, 03.. M., 202c.
‘Wakil Rektor I Sekretaris / Dekan
gl
e T
Prof. Dr. H. AnWar Sadat, S.Ae. MHum Dr. Halimatul Maryani, S.H.. M.H.
NIDN. 0107107101 NIDN. 0120087804

Rodns







�Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta,  2014, h.82.  


�Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013, h. 18


�Tampil Anshari Siregar., Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH. USU, Medan, 2011, h. 186.


� Ibid, h. 187.


� Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Kompas, Jakarta, 2011, h. 163


� Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, dalam Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 Nommor 1  Maret 2018, h. 55


� Pahlefi, Analisis Bentuk – Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25, (Maret 2017), h. 137


� Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Akademik Persindo, Jakarta, 2014, h.1


�Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,  Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 30


� Juwita Tarochi Boboy, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin,  Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 2 (2020), h.805.


� Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,  Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 8


� Murad Rusmadi, Op.Cit, h. 23


� Ibid, h. 24.


� Tampil Anshari, Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara, USU Press, Medan, 2015, h.1.


� AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Madju, Bandung, 2013, h. 4.


� Jamil Anshari., Op.Cit, h.83.


� Lutfi I Nasution, Menuju Keadilan Agraria, Akatiga, Bandung, 2012, h. 216.


� Murad Rusmadi, Op.Cit, h. 23-28


� Lutfi I Nasution, Op.Cit,  h. 24.


� Ibid, h.5.


� Indroharto., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2014, h.197.


� Rachmadi Usaman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, h.1


� Maria Soemardjono, Puspita Serangkum Aneka masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, h. 24


� I Rachmadi Usaman, Op.Cit, h.4..


� Maria S.W Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, h. 9


�A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2011, h.28


� Nia Kurniati, Sengketa Pertanahan, Reflika Aditama, Bandung, 2016, h.159


� Maria S.W Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2018, h. 108


� Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan


� Pasal 1 Angka 4  Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan


� Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 119


� Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 2


� Gary Godpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, 2015, h. 201


� Syahrizal Abbas, Op.Cit, h.. 6


� Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan


� Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan


� Pasal A 5 Angka ruf c Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kasus Pertanahan


� Pasal 39 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kasus Pertanahan


� Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.


� Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Grafindo, 2016, h. 43.


� Ibid. h.337.


� Soejono Soekanto, Op.Cit, h. 39


� Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39


� Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.


� Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 313.


� Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 41


� Syahrizal Abbas, Op. Cit, h. 2


� Gary Goodpaster, Op. Cit, h. 201


� Maria S.W Sumardjono,  Op. Cit, h. 9


�Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Kota Medan Senin 03 November 2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November 2025.


� Das sollen adalah apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya; sedangkan Das Sein lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in action).


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November 2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November 2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November 2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November 2025.


� Hasil Wawancara dengan Wildan Areza, SH, MH, Advokat Di kota Medan, Kamis, 06 November 2025


� Hasil Wawancara dengan Wildan Areza, SH, MH, Advokat Di kota Medan, Kamis, 06 November 2025


� Hasil Wawancara dengan Wildan Areza, SH, MH, Advokat Di kota Medan, Kamis, 06 November 2025


� Hasil Wawancara dengan Wildan Areza, SH, MH, Advokat Di kota Medan, Kamis, 06 November 2025


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November 2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Kota Medan , Senin 03 November 2025.


� Imam Baehaqie, Handbook Resolusi Konflik,: Nusa Media, Bandung, 2016, h. 824


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


� Hasil Wawancara dengan Wildan Areza, SH, MH, Advokat Di kota Medan, Selasa, 06 Mei 2025


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


� Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


�Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


�Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


�Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.


�Hasil Wawancara dengan Elsaria Tarigan, SH, MH, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Medan, Senin, 03 November                             2025.






